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DEFINISI PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN

Menurut Permenpan Nomor 65 Tahun 2021

tentang Jabatan Fungsional Perancang
Peraturan Perundang-undangan

dan Permenhukham Nomor 17 Tahun 2023
tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk
Teknis Jabatan Fungsional Perancang
Peraturan Perundang-Undangan.

PNS yang telah diangkat dalam Jabatan
Fungsional Perancang yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan kegiatan pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan dan
penyusunan instrumen hukum lainnya.
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TUGAS DAN FUNGSI PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN

TUGAS:

Melaksanakan kegiatan
Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan dan
penyusunan Instrumen
Hukum lainnya.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan;
Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
rancangan Peraturan Perundang-Undangan;

Pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan
Peraturan Daerah;

Pengundangan peraturan perundang-undangan;
Pemberian peraturan tanggapan laporan/ notula/ risalah
perundang atau rapat penyusunan dalam pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, perjanjian internasional,
persetujuan internasional, nota kesepahaman (MoU), kontrak
internasional/ kontrak nasional/ perjanjian kerja sama,
pengujian peraturan perundang-undangan dan kegiatan
penyusunan somasi dalam rangka memberikan bantuan
hukum pada persidangan di pengadilan maupun di

luar pengadilan;

Pemberian kajian atau evaluasi peraturan perundang-
undangan;

Pemberian konsultasi langsung terhadap produk hukum
daerah dan permasalahan hukum di daerah; dan

Pemetaan produk hukum daerah.

FUNGSI:

Y Y\

Penyusunan Instrumen Hukum Lainnya:

I:

Penyusunan Instruksi/ Keputusan Instruksi/ Keputusan

Surat Menteri, Edaran, Presiden, pimpinan lembaga
pemerintah non kementerian/ lembaga negara,

Gubernur, dan Bupati/Wali Kota;

Penyusunan perjanjian internasional;

Penyusunan persetujuan internasional;

Penyusunan nota kesepahaman (MoU);

Penyusunan kontrak internasional;

Penyusunan kontrak nasional;

Penyusunan Keterangan Pemerintah/ DPR, kesimpulan
Presiden atas permohonan uji materiil Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 di MK dan jawaban termohon atas permohonan
uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah
Undang-Undang terhadap Undang-Undang di MA dan
gugatan serta jawaban gugatan di PTUN;

Penyusunan somasi dalam rangka memberikan bantuan
hukum pada persidangan di pengadilan maupun di

luar pengadilan;

Penyusunan pendapat hukum; dan

. Pemberian mediasi langsung bagi pihak yang

memerlukan terkait dengan permasalahan hukum.
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KUALIFIKASI PEMBENTUK PERUNDANG-UNDANGAN
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Standar Kompetisi Sesuai Jenjang Jabatan, meliputi:

1. Kompetensi teknis;

Standar Kompetensi teknis setiap jenjang Standar Kompetensi manajerial
2. Kompetensi manajerial; dan jabatan didasarkan atas kamus kompetensi dan kompetensi sosial kultural setiap jenjang
teknis Jabatan Fungsional Perancang. jabatan diatur sesuai dengan ketentuan
3. Kompetensi sosial kultural. peraturan Perundang-Undangan.
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KEBUTUHAN DAN KETERSEDIAAN PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN

MENURUT KEPGUB JAWA BARAT NOMOR 821.29/Kep.613-Org/2024
TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

e

@

Biro Hukum dan HAM Setda Jabar

Formasi Keseluruhan: 2
Formasi Eksisting: 2

Perancang Perundang-Undangan

Ahli Pertama

\

Biro Hukum dan HAM Setda Jabar
Formasi Keseluruhan: 7

Formasi Eksisting: 1

Sekretariat DPRD Jabar

Formasi Keseluruhan: 2

Perancang Perundang-Undangan

Ahli Muda

Biro Hukum dan HAM Setda Jabar

Formasi Keseluruhan: 6
Formasi Eksisting: 1

Sekretariat DPRD Jabar

Formasi Keseluruhan: 1

Perancang Perundang-Undangan

Ahli Madya

Berdasarkan data di atas, terlihat adanya kesenjangan antara formasi keseluruhan dan eksisting.
Kekurangan signifikan SDM perancang di jenjang menengah dan tinggi, yang perlu segera direspon melalui rekrutmen,
pengangkatan, atau peningkatan kapasitas SDM yang ada untuk menjamin efektivitas penyusunan regulasi di daerah.

~
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VISI INDONESIA
2025-2045

« Bersatu

Kesatuan kuat berdasarkan Pancasila
dan Semangat Bhineka Tunggal lka

e Berdaulat

Ketahanan, Kesatuan, Mandiri, Aman,
Tangguh

 Maju
Berdaya, modern, Tangguh, inovatif
dan adil.

« Berkelanjutan

Lestari dan seimbang antara
Pembangunan ekonomi sosial dan
lingkungan

VISI Pembangunan nasional DAN JAWA BARAT

Jabar Termaju

2045

VISI JAWA BARAT
2025-2045

« Termaju

Provinsi Jawa Barat berada pada tingkat
kemajuan dan perkembangan
pembangunan yang paling tinggi
dibandingkan dengan provinsi lainnya.

« Berdaya Saing Dunia
Provinsi Jawa Barat memiliki keunggulan
kompetitif di tingkat dunia dalam
berbagai aspek.

« Berkelanjutan

Menjamin kelestarian sumber daya alam
dan kualitas lingkungan hidup dengan tata
kelola yang baik dalam jangka panjang
secara berkesinambungan selama 4
(empat) tahap periodisasi pembangunan
untuk mencapai visi Jawa Barat pada
tahun 2045.

[ INDONESIA

EMAS

VISI INDONESIA
2025-2029

“Bersama Indonesia Maju,
Menuju Indonesia Emas
2045”

Pembangunan memerlukan kerja sama
seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan
kesamaan tekad berdasarkan fondasi
yang telah dibangun oleh pemerintah
sebelumnya untuk mewujudkan
Indonesia setara negara maju di tahun
2045.
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VISI JAWA BARAT
2025-2029

« Istimewa

Komitmen pemerintah provinsi Jawa
Barat dalam memberikan
pembangunan dan pelayanan publlk
yang terbaik untuk kesejahteraan
Masyarakat.

« Lembur Diurus

Pembangunan wilayah pedesaan
sebagai Kawasan pertanian dan
konservasi yang dikelola untuk
memperkuat ketahanan pangan dan
keberlanjutan lingkungan hidup.

- Kota Ditata

Pembangunan wilayah perkotaan
sebagai Kawasan perdagangan barang
dan jasa, serta Kawasan industri yang
dikelola untuk pengelolaan sumber
daya dan daya saing daerah.

—
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. Pendidikan berkarakter.

. Ruang kelas baru.
. 10 ribu manajer putra
daerah (beasiswa).

(CGE=ER

*  Terjaminnya layanan
kesehatan.

+  RSUD Kab/Kota
dengan layanan
khusus.

. Beasiswa dokter
spesialis.

€ omsianagon: -

. Penanganan stunting
dan gizi buruk.

. Pangan bergizi dan
nutrisi tinggi.

. Industri pengobatan
kearifan lingkungan.

9 LANGKAH PEMBANGUNAN JAWA BARAT

-3

Misi 2
Mengembangkan
{. ekonomi kerakyatan
; dan Investasi berbasis
.v kearifan lingkungan
yang tidak eksploitatif

(_

Ekosistem ekonomi
pertanian organik.

(Cimaniceat)

Lapangan kerja baru.
*  Mendorong investasi.
. Pengembangan pariwisata.
. Ekonomi kreatif.

Misi T / \
Mewujudkan Sumber JABAR

Daya Manusia ISTI M EWA

—_— Berkarakter Unggul
LEMBUR DIURUS
KOTA DITATA

Misl 4
Mewujudkan Masyarakat dan
Birokrasi yang Adaptif,
Berorientasi Pelayanan Q
sesuai dengan Prinsip Good

and Clean Governance

Misi 3
Pembangunan Daerah l

Perkotaan Pedesaan, . Peningkatan kesejahteraan Kepala

serta Miskin dan Kaya Desa, Perangkat Desa, RT, RW,
Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu,
Guru Agama, Ajengan.

. Birokrasi melayani masyarakat.

.

Infrastruktur jalan (Jalan Leucir).

. Pembangunan rumah rakyat miskin.
. 100% elektrifikasi.
. Sanitasi lingkungan.

' enghankacu: )

. Jaringan irigasi (Cai Ngalir).

W)

Reboisasi lingkungan dan lahan.
. Penyelamatan sumber mata air.
. Normalisasi sungai.

Kampung adat, nelayan.

=)

. Pengelolaan sampah mandiri.
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PELUANG DAN TANTANGAN KE DEPAN

TANTANGAN PELUANG

Regulasi yang belum adaptif terhadap pendekatan [Mendorong lahirnya peraturan perundang-undangan yang

1 |pembangunan berbasis lingkungan dan kearifan mengakui dan menguatkan praktik lokal, seperti pertanian
lokal. organik dan kampung adat.
Tumpang tindih kewenangan antara pusat dan Memperkuat otonomi daerah melalui regulasi yang

2 |daerah dalam pengaturan sektor pendidikan, mengatur pelimpahan kewenangan dan kejelasan peran
kesehatan, dan desa. untuk mendukung pelayanan publik.

Rendahnya kualitas regulasi turunan (Perda/Perkada) |Optimalisasi fungsi legislasi daerah untuk menghasilkan

3 |dalam mendukung implementasi program prioritas [produk hukum yang responsif dan implementatif terhadap
daerah. kebutuhan masyarakat.

Kurangnya instrumen hukum yang melindungi tenaga|Perancangan regulasi afirmatif yang memberikan

4 [akar rumput seperti kader Posyandu, guru agama, |pengakuan, perlindungan, dan insentif kepada pelaku

dan Linmas. layanan dasar di level komunitas.

Minimnya regulasi yang mengintegrasikan aspek Peluang untuk memasukkan prinsip green development
5 |pembangunan berkelanjutan dalam sektor investasi |dan sustainable governance dalam penyusunan regulasi

dan infrastruktur. investasi dan pembangunan.
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